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Abstrak
[bookmark: _Hlk100055382][bookmark: _GoBack]Kebijakan mengesampingkan perkara sebagai bagian dari pengendalian proses perkara yang diatur Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan mendasarkan alasan demi kepentingan umum meliputi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Pengaturan tersebut belum memberikan suatu penjelasan rinci dan kekaburan ini menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Kebijakan ini sangat penting keberadaannya dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan Tujuan penelitian adalah menemukan  makna dari kepentingan umum dan pemahaman kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan kebijakan ini. Penelitian ini termasuk normatif dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan perbandingan. Hasil dalam penelitian ini adalah Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan mengesampingkan perkara dalam menentukan unsur kepentingan umum memang tidak ada pedoman resmi. Namun, setidaknya dalam menentukan unsur kepentingan umum Jaksa Agung dapat memahami siapa yang layak menentukan unsur kepentingan umum pada suatu perkara. Analisa Kepentingan umum pada suatu kasus apakah dinilai Jaksa Agung sendiri atau Jaksa Agung hanya mengakomodir masyarakat. Keseluruhan masyarakat tidak mungkin dilakukan, sehingga dipilih subyek mana yang relevan kaitannya dalam suatu perkara. Kepentingan umum juga bukan mutlak menilai suara terbanyak terlebih ada reaksi dari sebagian masyarakat yang menuntut keadilan. Historis penerapan pada kasus pimpinan KPK menciptakan pandangan tentang keberlakuannya pada perkara lain yang memiliki persamaan tetapi tidak diimplementasikan. Sifat pengaturan dalam kewenangan mengesampingkan perkara yang begitu luas dimungkinkan segala konsep penerapannya sebagai bagian dari politik hukum Jaksa Agung.
Kata Kunci: Jaksa Agung, Kepentingan Umum, Mengesampingkan Perkara. 
Abstract
The policy of setting aside cases as part of controlling the case process as regulated in Article 35 letter c of the Prosecutor's Law is based on reasons for the public interest including the interests of the state, nation, and the wider community. The arrangement has not provided a detailed explanation and this ambiguity raises doubts about its application. This policy is very important in its existence in an effort to create a law that is just. The purpose of this research is to find the meaning of the public interest and to understand the criteria for criminal acts that can be applied by this policy. This research is normative with regulatory, conceptual, and comparative approaches. The result of this research is that the Attorney General as the owner of the policy overrides cases in determining elements of the public interest, indeed there are no official guidelines. However, at least in determining elements of public interest, the Attorney General can understand who is worthy to determine elements of public interest in a case. Analysis of the public interest in a case whether judged by the Attorney General himself or the Attorney General only accommodates the community. It is impossible for the whole community to do so, so which subjects are selected which are relevant in relation to a case. The public interest is also not absolute in assessing the majority vote, especially when there is a reaction from some people who demand justice. The historical application of the case of the KPK leadership creates a view of its applicability to other cases that have similarities but are not implemented. The nature of the regulation within the authority to override such a broad case makes it possible for all concepts to be applied as part of the attorney general's legal politics.
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PENDAHULUAN
Kejaksaan RI sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan memiliki keberadaan yang penting pada suatu Negara. Keberadaan lembaga penuntutan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana.  Kejaksaan RI dalam suatu sistem peradilan pidana memiliki peran sentral mengingat posisinya yang berdiri di antara proses penyidikan, persidangan, dan pelaksanaan putusan (Achmad dan Fajar 2015).  Pelaksanaan hukum  tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum, tidak terkecuali Kejaksaan RI.  Kejaksaan RI sebagai salah satu instrumen pelaksana hukum dalam setiap tindakan diharapkan selalu berpedoman pada tujuan hukum. Tujuan hukum secara umum meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum (Effendy 2005). Pemenuhan tujuan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hukum sering sekali mengalami kendala. Kendala dalam pelaksanaan hukum yang tidak berkesesuaian dengan masyarakat berpotensi terjadi konflik. Konflik yang terjadi  ditimbulkan akibat dari orientasi hukum yang tidak sesuai tujuan hukum itu sendiri. 
Kejaksaan RI sebagai salah satu alat yang menjalankan hukum tidak lepas dari kendala berupa kritikan masyarakat. Kritikan yang diterima oleh Kejaksaan RI berkaitan dengan orientasi tindakan mengatasnamakan hukum dianggap oleh masyarakat kurang mencerminkan tujuan daripada hukum. Kritikan yang diberikan masyarakat kaitannya dalam penulisan ini tentang penanganan perkara pidana yang kontroversial. Perkara pidana yang kontroversial dimaknai sebagai perkara yang sifatnya menimbulkan berdebatan di masyarakat. Perdebatan ini disebabkan faktor pelaku dan tindak pidana yang dilakukan tidak berkesesuaian dengan hakikat tujuan hukum. 
Indikasi suatu perkara akan menjadi perdebatan di masyarakat dapat diketahui salah satunya melalui pelabelan kriminalisasi. Pengertian kriminalisasi dalam ilmu kriminologi diartikan penetapan suatu perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi tindak pidana melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh mekanisme yang sah (Luthan 2009). Penggunaan kata kriminaliasi sering digunakan pada kasus yang dianggap kontroversi oleh masyarakat. Penggunaan kata kriminalisasi kurang tepat untuk menggambarkan penanganan kasus yang kontroversial. Penggunaan istilah yang tepat adalah penerapan pidana yang dipaksakan pada pelaku dengan pertimbangan status pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan kronologi pemrosesan kasus. 
Kejaksaan RI dalam menangani perkara sebagaimana yang telah diuraikan diharapkan berhati-hati, mengingat setiap langkah yang diambil akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap Kejaksaan RI secara khusus dan sistem peradilan di Indonesia secara umum.  Kejaksaan RI ketika dihadapkan pada perkara tersebut memang tidak bisa terlepas dari fungsi lembaga lain, salah satunya lembaga penyidikan. Posisi Kejaksaan RI yang berdiri di antara proses penyidikan dan persidangan seharusnya dapat dimaksimalkan agar tujuan hukum dapat senantiasa terpenuhi. Kewenangan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (Dominus Litis) harus dimaksimalkan berupa tindakan filter terhadap perkara yang masuk dari penyidik kepada Kejaksaan RI sebelum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan. 
Fungsi filter perkara pada proses pra penuntutan perlu dimaksimalkan mengingat pada tahapan pra penuntutan sangat penting dalam menentukan arah penanganan suatu perkara pidana. Keefektifan fungsi filter perkara Kejaksaan RI pada proses pra penuntutan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang turut mempengaruhi seperti tidak selarasnya pandangan antara penyidik dengan Kejaksaan RI. Ketidakselarasan ini disebabkan faktor teknis perkara sampai hal di luar teknis perkara yang tidak bisa serta merta dikesampingkan dari kenyataan (Wicaksana 2015). 
Kejaksaan RI dalam menjalankan kewenangan pengendalian proses perkara (dominus litis) diharapkan tidak hanya melihat perkara yang dilimpahkan secara formil. Formil dalam hal ini adalah memperhatikan kelengkapan berkas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, serta menyesuaikan berkas perkara terhadap peraturan perundang-undangan saja. Kejaksaan RI diharapkan turut memperhatikan kepentingan terbaik para pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas. Mengenai hal tersebut dibutuhkan terobosan yang berani dan bertanggung jawab dari Kejaksaan RI ketika dihadapkan perkara yang sifatnya kontroversial. Tindakan Kejaksaan RI dalam menangani perkara dengan tidak memaksimalkan fungsi filter perkara akan menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa Kejaksaan RI sekadar mengantarkan berkas perkara ke Pengadilan (Lolo 2015). Fungsi filter perkara yang dimiliki oleh Kejaksaan RI harus dimaksimalkan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, tetapi lebih daripada itu mengingat ada orientasi atau tujuan hukum yang harus dicapai. Hal ini apabila dimaksimalkan turut membantu Pengadilan dalam mengurangi beban perkara dan solusi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Kewenangan Kejaksaan berkaitan dengan pengendalian proses perkara (Dominus litis) sebenarnya telah diwujudkan dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan berbunyi: 
“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
Bagian penjelasan pasal tersebut berbunyi:
“Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”
Pendapat yang dikemukakan ahli hukum dalam literatur menyatakan bahwa produk hukum Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan sebagai implementasi  dari asas oportunitas (Pratama, Triwati, dan Sihotang 2017). Pelaksanaan dari asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia hanya pada deponering atau kebijakan mengesampingkan perkara. Diskresi penuntutan yang mendasarkan pada KUHAP berupa menghentikan penuntutan atas alasan demi hukum tidak termasuk dalam asas oportuntias (Darmono 2016). 
Penggunaan kebijakan mengesampingkan perkara yang mendasarkan pada kepentingan umum atau disebut deponering oleh Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung sangat jarang terjadi. Kejaksaan RI terakhir kali mengesampingkan perkara pada tahun 2016 dalam kasus dua mantan pimpinan KPK,  yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan BG yang berposisi sebagai salah satu petinggi di Polri dan masuk bursa calon Kepala Polri sebagai tersangka. 
Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh HM Prasetyo mempergunakan hak prerogatif untuk mengesampingkan perkara dengan menyatakan bahwa proses hukum Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad menghadapi tuduhan tindak pidana yang masih membutuhkan pembuktian panjang pada proses hukum berikutnya. HM Prasetyo memberikan pendapat jika tidak diselesaikan dengan segera, maka dikhawatirkan dapat memberi pengaruh buruk pada semangat pemberantasan korupsi  di Indonesia (Andylala 2016).
Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2010 tercatat juga menggunakan kebijakan mengesampingkan perkara. Kebijakan ini diberikan kepada pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto serta Chandra Hamzah. Kasus ini berawal dari Ketua KPK Antasari Azhar mengeluarkan pernyataan terkait penerimaan uang sejumlah Rp 6,7 miliar oleh beberapa pimpinan KPK pada bulan Mei 2009. Laporan tersebut ditindaklanjuti dan ditemukan fakta terdapatnya tindak pidana menyalahgunakan kewenangan oleh 2 (dua) tersangka. Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung menggunakan kebijakan mengesampingkan perkara dengan alasan sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menjaga semangat pemberantasan korupsi di Indonesia (Kaligis 2010).
Dua pimpinan KPK pada tahun 2011 dan tahun 2016 merupakan contoh penerapan kebijakan mengesampingkan perkara oleh Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tercatat belum ditemukan kasus selain pimpinan KPK yang diterapkan kebijakan tersebut. Kekaburan pengaturan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dan sejarah penerapan pasal tersebut telah menimbulkan pertanyaan dalam memaknai frasa kepentingan umum sebagai syarat kebijakan mengesampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaknai sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas dipandang terlalu abstrak untuk dikonkretkan. 
Penerapan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan bahwa kasus yang dapat diterapkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan terbatas pada kasus dianggap kontroversial dalam proses hukumnya atau dimungkinkan diterapkan kasus-kasus model lain. Mendasarkan pada kasus kontroversial tidak serta merta dapat menggerakan pemilik kebijakan untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki. Ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan perlu diperjelas kaitannya dalam penerapan pada jenis kasus lain yang secara subyek tidak sama dengan pimpinan KPK.  Penafsiran dalam implementasi ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan pada suatu kasus diharapkan dilakukan secara berhati-hati. Apabila memang kebijakan mengesampingkan perkara yang mensyaratkan kepentingan umum dapat mencakup kasus masyarakat biasa maka akan membantu problematika penegakan hukum yang tidak berkeadilan selama ini. Namun, apabila dimaknai terbatas pada kasus yang pelakunya memiliki kedudukan seperti pimpinan KPK, mengapa penggunaannya hanya terbatas pada kedua kasus yang telah dicontohkan. Kejelasan dalam penggunaan kebijakan ini harus dipertegas oleh pihak yang berwenang, secara khusus Kejaksaan RI.  Segala bentuk kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih maksimal.  Hal tersebut akan turut membantu masyarakat dalam menemukan keadilan, serta menciptakan penilaian masyarakat yang positif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
[bookmark: _Hlk100054486]Berpijak pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang pertama adalah makna frasa demi kepentingan umum pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan kaitannya dalam kebijakan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung RI. Kedua adalah pemahaman kriteria tindak pidana yang dapat diberi kebijakan  mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum sebagai implementasi Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI.
METODE
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian normatif.  Penelitian hukum normatif (normative legal research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Achmad dan Fajar 2015). Hal ini sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu frasa demi kepentingan umum sebagai syarat dalam mengesampingkan perkara yang bersumber dari Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan secara kasus, pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara perbandingan, dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan kasus menekankan analisa kaidah hukum dan praktik kaitannya dalam mengesampingkan perkara berdasar Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Pendekatan perundang-undangan menekankan pada analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan mengesampingkan perkara. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktik penerapannya kaitannya dalam mengesampingkan perkara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pengertian dan konsep hukum untuk kemudian diperoleh  jawaban untuk masalah hukum (Marzuki 2009). Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman dan penerapan dalam mengesampingkan perkara yang mendasarkan pada kepentingan umum di Indonesia masih kurang. Pendekatan konseptual yang dibangun dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan pasti mulai dari pengertian, syarat-syarat dalam mengesampingkan perkara yang mendasarkan kepentingan umum dan perkara-perkara apa saja yang sebenarnya dapat diterapkan dengan kebijakan tersebut. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku yang relevan terhadap penelitian ini, artikel ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini dan pandangan atau pendapat ahli yang relevan terhadap penelitian ini. Sedangkan, untuk bahan non hukum yang digunakan adalah kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, media informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian mengingat terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan bantuan atau tidak terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah menggunakan prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan mulai dari aturan tertinggi sampai aturan terendah, buku-buku yang relevan, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian atau disebut dengan studi kepustakan. Setelah itu dilakukan proses identifikasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil yang memberikan penyelesaian permasalahan penelitian. 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk memberi suatu argumentasi hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Wirawan dan Bagiastra 2016). Argumentasi hukum ini digunakan sebagai penilaian mengenai benar, salah atau bagaimana harusnya permasalahan dalam penerapan  frasa demi kepentingan umum sebagai syarat dalam mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi.   
HASIL dan PEMBAHASAN
Kebijakan Mengesampingkan Perkara Mensyaratkan Kepentingan Umum  
Kepentingan umum atau kepentingan publik yang dalam bahasa inggris disebut public interest merupakan konsep normatif yang digunakan merujuk pada kebijakan yang dianggap menguntungkan semua orang, serta semua orang dapat menyetujuinya. Konsep berpikir dalam memahami apa yang dimaksud dengan kepentingan umum biasanya mengacu pada masyarakat, kebaikan atau kesejahteraan umum, kesejahteraan umum, masyarakat, publik atau bangsa. Pengertian tersebut tidak ada pembenaran mutlak atau kesalahan mengingat sebenarnya belum ada ilmu pasti yang menetapkan hal tersebut. Konsep kepentingan umum telah menjadi pembahasan oleh Aristoteles dengan menggunakan penyebutan common interest, Thomas Aquinas dan J.J. Rousseau menggunakan penyebutan common good dan John Locke menggunakan penyebutan public good (Mason J 1980). Pandangan tentang kepentingan umum yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau menyatakan bahwa kepentingan umum dapat mengarahkan Negara yang mendasarkan kebaikan bersama (Bertram 2004). 
J.J. Rousseau lebih lanjut dalam The Social Contract menyatakan bahwa penggerakan kekuasaan negara hanya sah jika didasarkan pada kontrak sosial yang menetapkan kepentingan umum sebagai penguasa dalam hal ini melalui dibentuk melalui mekanisme yang sah. J.J. Rousseau berpendapat bahwa peraturan harus disahkan oleh rakyat secara keseluruhan, karena atas dasar kepentingan umum yang dapat mewajibkan suatu perbuatan. Peraturan yang disahkan oleh rakyat tetap tidak ada jaminan hal yang telah dirumuskan akan sejalan dengan kepentingan yang diinginkan, dalam hal ini kepentingan umum. Kepentingan umum harus dipahami sebagai sikap yang tidak memihak pada salah satu kepentingan termasuk kepentingan pribadi, namun harus berdasar kepentingan umum agar dapat berlaku untuk semua (Rousseau 1997). Kebijakan mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum yang  berlandaskan UU Kejaksaan sebagai produk hukum yang pembentukannya dikehendaki oleh rakyat melalui alat-alat kekuasaan negara, dalam hal ini DPR RI dan Presiden saat pengesahaannya. Seperti yang diuraikan pendapat dari J.J. Rousseau, bahwa tidak ada jaminan pelaksanaan mengesampingkan perkara sudah sesuai atau belum dengan kepentingan umum. 
Konsep dalam Memahami Kepentingan Umum
Kepentingan umum dalam pengaturan kebijakan mengesampingkan perkara Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dikatakan sebagai kepentingan yang meliputi kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas. Van Bemmelen dalam pendapatnya yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa dalam kepentingan umum terdapat 3 (tiga) alasan untuk mengesampingkan pekara, antara lain (Hamzah 2000):
· Kepentingan Negara (Straatsbelang)
Kata Negara berdasarkan Kamus Besar Bahasan Indonesia diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dalam suatu wilayah . Wilayah ini diorganisir oleh lembaga-lembaga yang sah dan berdaulat.  Penuntutan yang tidak dikehendaki jika dalam perkara tersebut  terdapat hal-hal yang bersifat memberi tekanan kepada negara atau menimbulkan kerugian bagi negara. Contohnya adalah penuntutan yang tetap dilakukan berpotensi membuka rahasia negara dalam persidangan. Rahasia negara ini apabila dikemukakan akan menimbulkan efek gejolak besar daripada manfaat dari penuntutan perkara tersebut.
· Kepentingan Masyarakat (Maatschapelijk belang) 
Penuntutan yang tidak dikehendaki jika dalam perkara tersebut mendapatkan pertentangan di masyarakat atau secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat dari kepentingan ini karena pemikiran yang ada di masyarakat telah berubah.
· Kepentingan Pribadi (Particular belang)
Penuntutan yang tidak dikehendaki karena murni faktor dari diri pelaku sendiri. Contohnya pelaku telah membayar kerugian sebagaimana yang ditetapkan atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, persinggungan dengan masyarakat yang menganggap penuntutan atau penghukuman terhadap pelaku lebih baik tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita korban atau masyarakat dirasa tidak sebanding. Selain itu, juga meliputi hak-hak dasar sebagai manusia. Penyertaan kepentingan pribadi ini mengingat pada Negara yang menganut asas oportunitas mutlak juga menyertakan kepentingan individu sebagai bagian dari kepentingan umum.
· Kepentingan Bangsa
Pendapat dari Van Bemmelen sebenarnya tidak turut mengartikan apa yang dimaksud dari kepentingan bangsa. Penjelasan kepentingan bangsa menurut peneliti memiliki pesinggungan yang sama dengan kepentingan negara, sehingga Van Bemmelen tidak membedakan. Namun, peneliti mencoba memberikan pengartian dari kata bangsa. Kata ‘bangsa’ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kelompok yang anggotanya terdiri dari kesamaan asal keturunan, kesamaan adat istiadat, kesamaan Bahasa, dan kesamaan sejarah. Kepentingan bangsa dan Negara apabila ditinjau memiliki banyak persamaan antara keduanya. Perbedaan senyatanya terdapat pada pembentukan yang Negara sah, sedangkan bangsa lebih mengarah perkumpulan yang alamiah (Abdullah 2004). Berkaitan dengan alasan kepentingan bangsa yang digunakan sebagai alasan mengesampingkan perkara, menurut peneliti diterapkan pada perkara yang apabila dilanjutkan penuntutannya akan menimbulkan perpecahan diantara anak bangsa. 
Pemahaman mengenai kepentingan umum sebagaimana yang telah dispesifikan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan meliputi bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas masih terdapat kekaburan dalam pelaksanaannya. Peraturan yang mengatur kebijakan mengesampingkan perkara tidak memberikan definisi rinci tentang 3 (tiga) hal tersebut termasuk bagaimana menentukannya. Konsep dalam memahami 3 (tiga) hal yang dikatakan sebagai kepentingan umum perlu dipandang dari segi falsafah dasar hidup Indonesia yaitu Pancasila. Falsafah dasar pancasila mendasarkan pada tujuan mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan untuk mencapai cita-cita luhur Indonesia. 
Pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara sedikit dipahami sebagai keputusan yang memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa, negara dan/atau masyarakat daripada tetap melaksanakan penuntutan. Penilaian kepentingan umum pada suatu perkara tentang adanya manfaat lebih besar atau tidak, pihak yang dapat menilai hanya Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara memandang dari segi apakah kebijakan mengesampingkan perkara akan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat atau tidak. Pertimbangan dalam menerapkan kebijakan mengesampingkan perkara menekankan pada pemenuhan kemanfaatan, serta mempertimbangkan dengan baik kaitannya tujuan hukum untuk keadilan dan persamaan. Jadi, alasan demi kepentingan umum yang dijelaskan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas tidak mungkin dibuat definisi lebih rinci lagi. Penafsiran, penilaian, dan batasan kepentingan umum ketika mengesampingkan perkara bergantung pada rasa keadilan hati nurani rakyat atau the sound sense of justice of the people (Simanjuntak 1995). 
Penentuan Subyek Berwenang dalam Mengindentifikasi Kepentingan Umum
Pelaksanaan terhadap ketentuan yang ada menegaskan Jaksa Agung menilai secara subjektif dan mengabaikan faktor objektif atas perkara. Kekaburan dalam pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara diakibatkan pemahaman mengenai siapa subyek yang menentukan kepentingan umum. Pelaksanaan kebijakan ini sebagai suatu keputusan yang didasarkan pada penilaian Jaksa Agung sendiri atau Jaksa Agung sebatas alat dalam rangka mengakomodir kepentingan umum.
Pemahaman pertama dipahami sebagai bentuk penilaian kepentingan umum terhadap suatu perkara yang dilakukan atas penilaian mutlak Jaksa Agung. Apabila mendasarkan pada pemahaman ini, maka penggunaan rumusan kalimatnya diberi kata ‘untuk’ di depan frasa kepentingan umum. Kata ‘untuk’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tujuan atau maksud. Kesimpulannya dalam pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara dilakukan dengan tujuan bagi kepentingan umum. Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tafsir apakah yang dimaksud kepentingan umum, serta menilai apakah suatu kasus telah berada pada situasi kepentingan umum. 
Pemahaman kedua dipahami sebagai bentuk mengakomidir kepentingan umum. Dasar ini mengacu Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan yang memuat kata ‘demi’ sebelum frasa kepentingan umum. Dasar selanjutnya terdapat kalimat memperhatikan saran dan pendapat badan kekuasaan lain yang relevan terhadap perkara. Kesimpulannya adalah kepentingan umum dimaknai sebagai suatu hal yang berada di luar diri Jaksa Agung. Jaksa Agung hanya dimaknai sebagai alat yang sah untuk mengakomodir kepentingan umum dan tidak sebagai representasi kepentingan umum. Berdasarkan hal ini, maka kepentingan umum dipahami sebagai kepentingan dari lembaga-lembaga negara dan/atau dipahami sebagai kepentingan masyarakat yang disuarakan melalui lembaga-lembaga negara.
Kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara apabila mendasarkan pada teori, maka tidak termasuk bentuk pemahaman pertama. Hal ini mengingat kewenangan dalam mengesampingkan perkara tidak mutlak tanpa ketergantungan lembaga lain. Pernyataan ini sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyatakan turut meminta saran dan pendapat lembaga lain yang relevan. Ketentuan ini menegaskan keterantungan pada lembaga lain, meski pada akhirnya tidak memberikan konsekuensi atas keputusan Jaksa Agung. Kewenangan ini menunjukkan Jaksa Agung bewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dimaknai sebagai kepentingan institusional lembaga negara yang terganggu apabila proses penuntutan dilakukan. Namun, dalam historis praktiknya lebih mengarah kepada pemahaman pertama (Huda 2016).
Kepentingan umum apabila dimaknai sebagai pemahaman kedua, maka DPR RI sebagai perwakilan rakyat dapat direpresentasikan sebagai kepentingan rakyat. DPR RI sebagai subyek yang menilai ada tidaknya kepentingan umum dalam suatu kasus, serta menentukan melalui persetujuan atau tidak persetujuannya. DPR RI sebagai pihak yang apakah kebijakan mengesampingkan perkara memang murni dibutuhkan atau rekayasa seolah dibutuhkan. Hal ini akan lebih melindungi hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Apabila kebijakan mengesampingkan perkara diterapkan, maka tidak menjadi suatu masalah karena telah memperoleh legitimasi dari DPR RI selaku representasi rakyat. 
Faktor Dalam Diri Jaksa Agung Dalam Menilai Kepentingan Umum
Penilaian suatu perkara apakah memiliki nilai kepentingan umum harus dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi dan pembatasannya. Faktor yang mempengaruhi dan batasannya perlu ditekankan sebagai pedoman oleh Jaksa Agung pada saat menerapkan kebijakan mengesampingkan perkara. Hal ini penting agar tidak terjadi kerancuan dalam menentukan kepentingan umum. Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan dalam mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti (Wheeler 2006):
· Faktor hukum dan operasional
Faktor yang berkaitan dengan yurisdiksi dan isu yang ditangani sebagai landasan bagi Jaksa Agung untuk mengeluarkan keputusan.
· Faktor politik
Faktor yang berkaitan dengan hubungan apakah Jaksa Agung merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki pengaruh. Bagian dari kelompok yang berpengaruh turut mempengaruhi keputusan dan pandangan yang akan dibuat. Contohnya Jaksa Agung memiliki hubungan dengan suatu kelompok partai politik.
· Faktor pribadi
Faktor yang berkaitan dengan dalam diri Jaksa Agung. Contohnya kepribadian, filosofis, pandangan tentang suatu masalah, dan tunduk pada arahan pimpinan demi keberlanjutan pekerjaann. Faktor dalam keluarga juga turut mempengaruhi penilaian terhadap kepentingan umum.
Jaksa Agung Dalam Mengidentifikasi Kepentingan Umum di Masyarakat Diharapkan Mampu Membedakan Dengan Hal di Luar Kepentingan Umum
Pembatasan dalam menilai apakah suatu hal terdapat kepentingan umum diperlukan agar dalam identifikasi kepentingan menjadi lebih jelas dan meminimalisir tercampurnya dengan kepentingan atau unsur lain. Pembatasan dalam menilai kepentingan umum meliputi (Wheeler 2006):
· Kepentingan Pribadi 
Pemilik kebijakan harus selalu bertindak dalam kepentingan umum di atas kepentingan pribadi mereka dan harus menghindari situasi di mana mereka memiliki konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan nantinya.  Termasuk menghindari adanya kepentingan anggota keluarga langsung, kerabat, dan rekan bisnis. Kepentingan pribadi terhadap beberapa hal terkadang juga dikategorikan sebagai kepentingan umum.
· Kepentingan Kelompok
Kepentingan sekelompok kecil atau kelompok orang yang didefinisikan memiliki perhatian terhadap suatu hal  tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemilik kebijakan sebagaimana kepentingan politik. Contohnya ketika menemukan unsur kepentingan umum dalam kasus kebakaran lahan perkebunan sawit, maka tidak mungkin mengidentifikasi dari pemilik perkebunan sawit karena sudah pasti akan melindungi kepentingannya. Hal ini tidak menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas, meski terdapat pengecualian terhadap kepentingan kelompok yang menyuarakan hak-hak kodrati.
· Kepentingan Politik 
Kepentingan jenis ini hampir sama seperti kepentingan kelompok namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemilik kebijakan. Seperti pertimbangan kepentingan umum dilakukan sebagai bentuk penghindaran kekuasaan negara dari rasa malu terhadap masyarakat. 
Langkah Dalam Menganalisis Kepentingan Umum
Jaksa Agung dalam praktik mengesampingkan perkara akan dihadapkan pada berbagai kepentingan umum yang saling bertentangan di masyarakat. Jaksa Agung perlu melakukan penyeimbangan kepentingan umum yang saling bertentangan. Jaksa Agung dalam menilai kepentingan umum dapat mendasarkan pada pertanyaan tentang fakta dan derajat (NSW Ombudsman 2016). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh McKinnon (McKinnon 2006):
“Kepentingan umum bukanlah suatu konsep yang homogen dan tidak terbagi. Konsep yang terbagi ini akan menimbulkan multi tafsir dan pemilik kebijakan ketika merumuskan keputusan harus mempertimbangkan dan mengevaluasi bobot dari aspek-aspek yang telah ditentukan sebelum mencapai kesimpulan akhir tentang di mana kepentingan umum pada suatu hal. Keputusan akhir dari apa yang dimaksud kepentingan umum ini akan melibatkan penentuan apa saja aspek yang relevan dari kepentingan umum dan kepentingan umum apa yang harus diberikan kepada setiap individu, sehingga masyarakat keseluruhan dapat diberikan kepastian.”
Penyelesaian kepentingan umum yang saling bertentangan dapat diselesaikan melalui kompromi atau penilaian skala prioritas. Jaksa Agung dalam menyelesaikan kepentingan yang saling bertentangan, maka dapat mempertimbangkan tingkat keburukan paling rendah. Tindakan ini membuat kepentingan yang diinginkan bisa jadi tidak sesuai kehendak masyarakat. Hal ini sebagai akibat kepentingan yang dipilih terpaksa harus mengorbankan kepentingan lainnya. Kesimpulan yang dapat dipahami adalah inti dari kepentingan umum yang dipilih jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi memilih pertimbangan yang lebih luas dan lebih umum. Jaksa Agung Meski memang tidak dimungkiri dalam mengesampingkan perkara dapat mempertimbangkan kepentingan kelompok yang menyuarakan hak-hak dasar sebagai manusia. 
Konsep pemikiran tentang kepentingan umum perlu dikaitkan dengan praktik penuntutan dalam mengesampingkan perkara di Negara lain. Penggunaan metode penafsiran komparatif akan turut membantu analisa dalam memahami konsep kepentingan umum yang ideal sebagai syarat dalam mengesampingkan perkara. Praktik penuntut umum dalam mengesampingkan perkara di negara lain dapat berbeda, tetapi bukan tidak mungkin akan membawa manfaat ketika diterapkan di Indonesia. 
Praktik penuntutan yang beragam turut dipengaruhi asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Asas terkait praktik penuntutan yang dianut, yakni asas kewajiban menuntut secara mutlak, asas oportunitas secara mutlak, dan menganut keduanya secara berimbang. Penuntut umum pada Negara yang menganut asas kewajiban menuntut akan mutlak, maka peluang untuk mengesampingkan perkara sangat terbatas. Apabila penuntut umum pada Negara yang menganut asas oportunitas, maka peluang untuk mengesampingkan perkara sangat dimungkinkan. Model penuntutan yang menganut asas oportunitas biasanya terdapat pada Negara penganut sistem Common law. Sifat penuntutan yang menganut asas oportunitas secara mutlak tidak langsung mengubah fungsi penuntut umum menjadi seperti hakim atau semi-judge (Wade 2006). 
Jaksa Agung dalam menjalankan kebijakan mengesampingkan perkara dapat pula berpedoman pada United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors yang terjemahan bebasnya berarti pedoman kerja penuntut umum dari perserikatan bangsa-bangsa. Pedoman ini berisi butir-butir tentang pedoman kerja penuntut umum yang dikenal secara universal. Butir-butir dalam pedoman ini yang relevan dengan pembahasan penelitian terdapat pada butir 13 (b) pedoman penuntut umum PBB yang berbunyi (Amirthalingam 2013):
“In the performance of their duties, prosecutors shall:
(b) Protect the public interest, act with objectivity, take proper account of the position of the suspect and the victim, and pay attention to all relevant circumstances, irrespective of whether they are to the advantage or disadvantage of the suspect.”
Pengaturan di atas memberikan pedoman bahwa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya agar tidak berpihak dan tidak melakukan diskriminasi.  Selain itu, penuntut umum turut mengedepankan perlindungan kepentingan umum, memperhatikan kedudukan para pihak, dan memperhatikan segala keadaan yang relevan. Pedoman yang sama dalam butir 18 pada pokoknya juga menganjurkan bahwa penuntut umum untuk menggunakan model-model diskresi penuntutan agar perkara diselesaikan di tingkat penuntut tanpa berlanjut ke pengadilan (Hancock dan Jackson 2006). 
Amerika Serikat dalam praktik penuntutan menerapkan kepentingan umum sebagai syarat mengesampingkan perkara, tetapi tidak ada pedoman spesifiknya. Peran penuntut umum yang sangat bebas turut memberikan pengaruh pada prosedur pelaksanaan mengesampingkan perkara. Sifat yang begitu bebas ini disebabkan peran sentral penuntut umum dalam proses peradilan, maka tidak heran disebut sebagai setengah hakim atau semi judge. Penuntut umum dalam mengesampingkan perkara melakukan penilaian sendiri termasuk mendasarkan pada opini publik sebagai bagian dalam mengidentifikasi kepentingan umum (Wetson dan Wells 1973). 
Praktik penuntutan di Amerika Serikat yang bebas telah menyiratkan penerapannya menyesuaikan United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors. Praktik penuntutan yang begitu bebas pa mnda satu sisi dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan wewenang terlebih penerapannya di Indonesia. Praktik mengesampingkan perkara di Inggris mendasarkan penilaian pertama pada kekuatan barang bukti. Apabila barang bukti cukup, maka penilaian selanjutnya adalah menguji kepentingan umum. Praktik penuntutan di Inggris memiliki kelebihan karena terdapat daftar yang diatur dalam Code for Crown Prosecution Service.  Pedoman ini mengatur penerapannya terhadap perkara kerugian sangat kecil, usia pelaku, dan jika dituntut akan membahayakan negara (Hamzah dan Surachman 2014). 
Penerapan kebijakan mengesampingkan perkara di Inggris menjadi sesuatu yang harus dikedepankan ketika menangani setiap perkara.  Apabila suatu perkara memenuhi unsur dalam Code for Crown Prosecution Service, maka mengesampingkan perkara menjadi kewajiban. Namun, sebaliknya apabila kepentingan umum ada dalam perkara tersebut maka penuntutan wajib dilaksanakan. Kepentingan umum ini memiliki maksud bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan telah mengancam masyarakat, sehingga harus dilaksanakan penuntutan. Sistem ini berbeda dengan Indonesia yang mengesampingkan perkara apabila terdapat kepentingan umum, tetapi sebaliknya apabila tidak ditemukan kepentingan umum perkara tetap dilanjutkan (Hamzah dan Surachman 2014). Praktik peradilan yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dan Inggris secara nyata memberikan kewenangan yang luas selaras dengan pedoman peran penuntut umum PBB Tahun 1990. 
Perbandingan praktik mengesampingkan perkara di kedua Negara tersebut memang tidak memberikan definisi dari kepentingan umum. Kepentingan umum hanya dipahami sebagai usia pelaku, pengulangan tindak pidana, dan dampak yang ditimbulkan. Praktik penerapan di negara lain tidak memberikan persinggungan tentang menilai suatu kepentingan umum. Praktik penuntut umum di sana dapat dipahami begitu mandiri dalam menilai unsur kepentingan umum kaitannya mengesampingkan perkara. Pemahaman yang dapat diambil adalah pengakuan kepentingan umum sebagai salah satu unsur yang dapat mengesampingkan perkara atau tetap melanjutkan perkara. Selain itu, kebijakan mengesampingkan perkara merupakan hal yang umum dilakukan di Negara lain.
[bookmark: _Hlk100085432]Kesimpulan yang dapat dipahami adalah peneguhan kembali kewenangan mengesampingkan perkara merupakan hak prerogatif yang mutlak dari Jaksa Agung. Penilaian unsur kepentingan umum dan pelaksanaannya diberikan kebebasan mengingat tidak ada pedoman yang mengatur tegas tentang kebijakan mengesampingkan perkara. Ketentuan mengesampingkan perkara yang dinilai tidak rinci dan ketat menyiratkan penerapan seluas-luasnya sebagaimana contoh penerapan di Negara lain. Kebebasan terhadap pelaksaan kebijakan mengesampingkan perkara pada akhirnya membentuk kebebasan memberi pertimbangan (beoordelingsvrijheid) dan kebebasan mengambil kebijakan (beoordelingsvrijheid) dalam menginterpretasikan kepentingan negara, bangsa, dan/atau masyarakat luas (Mullan 1988). Kewenangan bebas dalam pelaksanaannya perlu didasarkan pada rasionalitas. Pengutamaan rasionalitas dalam mengesampingkan perkara demi menghindarkan dari kesewenang-wenangan.  Jaksa Agung sedapat mungkin membatasi keputusan yang akan diambil dengan mempedomani konstitusi dan hak dasar manusia untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memelihara hukum yang berkeadilan di masyarakat. 
Kriteria Kasus yang dapat diterapkan Kebijakan Mengesampingkan Perkara
Praktik mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI  sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan, tercatat digunakan pada perkara yang melibatkan antar lembaga negara dan/atau para tersangka memiliki kedudukan pada lembaga negara. Status kedudukan subyek ini kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Selain itu, prestasi dan pencapaian kinerja dari subyek pelaku turut dianggap sebagai unsur pendukung.
Perkara pertama adalah penetapan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah  sebagai tersangka oleh Kepolisian RI tahun 2011. Perkara kedua terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada tahun 2016 (Karniasari 2012). Kedua perkara ini menyebabkan gejolak hukum di dalam negeri karena para subyek terlibat memiliki posisi sebagai pimpinan lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi negara.  Jaksa Agung terhadap kedua perkara saat itu memutuskan untuk mengesampingkan perkara ini menggunakan dasar kepentingan umum yang dijelaskan sebagai upaya mendukung pemberantasan agar kinerja dari KPK akan terhambat adalam rangka memberantas korupsi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat (Tim Redaksi Website Kejaksaan RI n.d.). Kedua perkara yang diterapkan kebijakan mengesampingkan perkara itu turut mempertimbangkan saran dan masukkan lembaga kekuasaan lain yang relevan dengan perkara. Pendapat yang diberikan oleh lembaga kekuasaan lain kepada Jaksa Agung sebenarnya tidak bersifat mutlak dilaksanakan dan tidak memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan. Hal tersebut dipertegas pada bagian pertimbangan surat ketetapan sebagaimana yang diuraikan pada sub bab hasil penelitian. Sifat dari keputusan dan pertimbangan yang digunakan semakin menegaskan kewenangan ini merupakan hak prerogatif Jaksa Agung yang tidak dapat diganggu gugat. 
Kriteria kasus yang dapat diterapkan kebijakan mengesampingkan perkara dapat mendasarkan pada butir-butir pertimbangan mengesampingkan perkara dua pimpinan KPK. Pertimbangan tersebut diakibatkan tidak ditemukannya peraturan teknis pelaksanaan kebijakan mengesampingakan perkara. Pendekatan kasus terdahulu menurut peneliti dapat lebih diterima oleh pemilik kebijakan, meski sebenarnya kebijakan mengesampingkan perkara mengatur sangat luas. Berdasarkan butir-butir pertimbangan yang dituangkan dalam surat ketetapan Jaksa Agung tentang keputusan mengesampingkan perkara pada dua perkara pimpinan KPK, maka peneliti menggolongkan syarat yang dipenuhi sebagai berikut (Suyatmiko 2021).
Syarat pertama adalah subyek memiliki jabatan atau berkedudukan sebagai pegawai pada lembaga negara. Jabatan atau kedudukan yang dimiliki ini pada bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dasar ini menggunakan pertimbangan sejarah penerapan kebijakan mengesampingkan perkara sejak diberlakukannya UU 16/2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah UU 11/2021 tentang Kejaksaan. Penerapan kebijakan ini baru diterapkan pada kasus pimpinan KPK tahun 2011 dan 2016. Sejarah penerapan pada subyek yang memiliki kedudukan pada lembaga negara membuat kebijakan ini tidak dimungkinkan diterapkan pada kasus yang subyeknya tidak memiliki kedudukan. 
Syarat kedua adalah subyek yang akan diberi kebijakan mengesampingkan perkara berkecimpung dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penentuan tindak pidana korupsi mendasarkan bahwa tindak tersebut merupakan extra ordinary crime.  Penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan usaha yang besar dan berkesinambungan. Sifat penanganannya ini membuat seluruh pihak saling bersinergi agar tujuan pemberantasan korupsi tercapai. Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal apabila unsur didalamnya terjadi konflik, terutama konflik yang cenderung tidak murni hukum. Tindak pidana korupsi juga dianggap mengganggu perekonomian negara dan mengganggu citra pemerintah. Indeks persepsi korupsi Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi penilaian investor dalam membuka usaha di Indonesia.
Syarat ketiga adalah subyek dinilai memiliki prestasi selama bekerja. Prestasi yang dimiliki dinilai sebagai hal yang menjual, agar Negara tertarik dengan prestasi dan kemampuan yang dimiliki. Ketertarikan oleh Negara ini disebabkan prestasi dan kemampuan yang dimiliki akan memberikan daya guna bagi Negara. Tidak ditemukan indikator seperti apa yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai prestasi. Prestasi dan kemampuan yang subyek miliki ini dapat mengesampingkan tindak pidana yang dilakukan. 
Syarat keempat adalah reaksi masyarakat terhadap kasus yang diduga dilakukan subyek. Reaksi masyarakat menurut peneliti turut andil dalam menggerakan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara. Reaksi masyarakat ini meski tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia tetapi setidaknya ditemukan masyarakat yang memberi perhatian dengan kasus tersebut. Reaksi masyarakat yang menginginkan perkara tidak dilanjutkan penuntutannya dengan pertimbangan prestasinya. 
 Kesimpulan dari syarat yang diuraikan adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh subyek pelaku tidak turut mempengaruhi penerapan kebijakan mengesampingkan perkara. Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek ini akan menyesuaikan dengan keterpenuhan syarat-syarat yang telah diuraikan.  Pernyataan ini mendasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang terdiri dari penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan kesaksian palsu. Jenis tindak pidana yang beragam telah memberi arti penerapannya tanpa menggantungkan sepenuhnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh subyek. Tingkat ketercelaan perbuatan pidana yang disangkakan tidak mutlak mempersempit peluang mengesampingkan perkara, dalam hal prestasi dan kegejolak yang mengiringi lebih kuat untuk meniadakan kelanjutan perkara.
Syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan sebenarnya tidak berlaku mutlak, hanya dimaknai sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan mengesampingkan. Pedoman yang mendasarkan pada historis pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara dianggap akan lebih mudah diterima karena terdapat gambaran pelaksanaannya. DPR RI dalam pendapat yang disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi RI perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan hasil kesepakatan keseluruhan atau resultan hasil menimbang berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama sebagai kepentingan umum. Setiap kasus yang terjadi pasti berbeda duduk perkaranya, sehingga diperlukan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan meliputi filosofis, sosiologis, dan yuridis kaitannya dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Perumusan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan secara ketat dan rinci dikhawatirkan bertentangan dengan kepentingan umum itu sendiri. Hal ini dikarenakan kepentingan umum sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan hukum , masyarakat, dan situasi kondisi yang mengiringi. 
Perluasan Penerapan Kebijakan Mengesampingkan Perkara
Penerapan kebijakan mengesampingkan perkara seharusnya dapat berlaku luas, sehingga tidak terbatas pada kasus-kasus besar. Reaksi masyarakat pada suatu kasus khususnya yang menimbulkan kontroversi seharusnya direspon oleh Jaksa Agung. Apabila Jaksa Agung menyatakan tidak ditemukan unsur kepentingan umum karena pelaku tidak ada sumbangsih bagi Negara, bukankah penilaian masyarakat terhadap Pemerintah menjadi berkurang. Kasus-kasus yang menimbulkan kegaduhan bukan tidak mungkin terdengar hingga Negara lain.  Situasi hukum yang buruk turut memberikan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Pertimbangan ekonomi ini sebagaimana digunakan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pimpinan KPK. Hal ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk hukum Indonesia.
A.Z. Abidin berpendapat, penuntut umum dalam melaksanakan kebijakan mengesampingkan perkara dapat mengenakan suatu syarat atau tidak menggunakan syarat (Abidin 1983). Pengaturan pada Pasal 35 huruf c  UU Kejaksaan secara jelas tidak memberikan pengaturan apakah dalam mengesampingkan harus dilekati syarat atau tidak. Kebijakan mengesampingkan perkara merupakan kebebasan Jaksa Agung yang sifatnya kasuistis atau beleidsvrijheid. 
Pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara tanpa syarat berarti tidak ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh subyek pelaku. Praktik tanpa syarat mendasarkan pada unsur dalam diri pelaku dan jenis tindak pidana. Contohnya praktik penuntut umum Amerika Serikat dalam mengesampingkan perkara mendasarkan pada opini  publik. Opini publik sebagai bagian dalam menentukan unsur kepentingan umum, seperti kasus mencuri barang di toko pertama kali dan seorang anak menjalankan kendaraan tanpa sepengetahuan orang tuanya (Wetson dan Wells 1973). 
Penerapan kebijakan mengesampingkan perkara dengan melekatkan pada syarat tertentu masih terdapat kekaburan. Berdasarkan literatur, praktik mengesampingkan perkara dengan syarat dibeberapa negara dilakukan dengan metode perdamaian (mediasi), pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan (transactie), dan pelaku sebagai justice collaborator (Hamzah dan Surachman 2014). Metode-metode tersebut dalam peradilan Indonesia mengenalnya sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang terdiri dari Settlement out of the court atau afdoening buiten process, diversi, dan penghentian penuntutan.  Bentuk-bentuk yang diuraikan kaitannya dalam praktik peradilan di Indonesia bukan bagian dari kebijakan mengesampingkan perkara. Bentuk tersebut ada mekanisme tersendiri, meski ruang lingkup keberlakuannya masih terbatas dan tidak seluas penerapan di negara-negara yang telah diuraikan. Perbedaan istilah dan praktik antar negara tidak dimungkiri sebagai hal wajar. Perbedaan yang ada menjadi hal wajar mengingat tidak ada kesatuan sistem hukum dan tidak ada yang paling baik. Namun, hilir dari seluruh sistem hukum terkini demi menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum masyarakat. 
Bentuk pelaksanaan dalam mengesampingkan perkara di negara lain yang sangat luas, seharusnya dapat mencakup perkara lain dan/atau setidaknya perkara sejenis pimpinan KPK. Pernyataan peneliti memang tidak serta merta dapat mengarahkan kebijakan mengesampingkan perkara untuk dapat berlaku pada kasus tersebut. Pemberlakuan kebijakan mengesampingkan perkara kembali bergantung pada politik hukum pidana Jaksa Agung. Politik hukum pidana perlu diarahkan untuk menghindari penghukuman atas dasar balas dendam. Pembalasan dalam pemidanaan berarti diberi hukuman sebagai bentuk penderitaan yang setimpal, seperti yang dirasakan oleh korbannya (Marpaung 2012). Harapan arah politik hukum pidana pada kasus yang dicontohkan bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Chazaw 2002). Sanksi pidana dalam pokoknya diberikan sebagai upaya agar pelaku tidak mengulanginya lagi dan pidana yang diberikan tidak boleh melampaui dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Jadi, sifat pemidanaan pada satu sisi tetap memberikan keadilan bagi korban dan sisi lain memberikan efek jera terhadap pelaku yang sifatnya memperbaiki. 
Tindakan represif sebisa mungkin diminimalisir selama terdapat kemanfaatan bagi kepentingan umum lebih besar. Jaksa Agung dalam menganalisis suatu perkara dapat menerapkan politik hukum pidana yang progresif. Pelaksanaan hukum pidana harus mengajarkan bahwa pembalasan harus dihindarkan karena merusak rasa kemanusiaan (Kuswaji 1993). Pengarahan pelaksanaan ini pada intinya harus ada kesadaran mengenai keseimbangan memberikan penderitaan bagi subyek pelaku. Penderitaan yang diberikan tidak mutlak karena tetap menyertakan sisi mendidik agar pelaku tidak mengulangi.
Pengarahan penggunaan kebijakan mengesampingkan perkara terhadap kasus Novel Baswedan, kasus Jaksa Chuck atau kasus lain dapat disimpulkan sangat bergantung pada politik hukum pidana dari Jaksa Agung.  Politik hukum pidana sendiri dimaknai sebagai suatu hal untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum yang rasional (Yuhelson 2018). Penegakan hukum yang rasional ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan ini mendasarkan pada kebijakan mengesampingkan perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pidana. Politik hukum pidana dari Jaksa Agung dalam mengarahkan implementasi kebijakan mengesampingkan perkara pada perkara yang dicontohkan dan perkara jenis lain sebenarnya dimungkinkan. Kemungkinan ini salah satunya didasarkan kepada meresapi nilai-nilai dari hukum pidana yang tidak serta merta upaya pembalasan. Harapannya dengan mendasarkan hal tersebut, maka sanksi pidana tidak dipandang sebagai satu-satunya cara penanggulangan. 
Namun, perlu dipertimbangkan resiko lain dari mengesampingkan perkara yang dinilai menyinggung rasa keadilan masyarakat. Jaksa Agung apabila terlalu sering dalam mengesampingkan perkara tanpa adanya suatu syarat, dikhawatirkan menimbulkan resiko berupa terjadi pergeseran persepsi nilai-nilai di masyarakat terhadap tingkat ketercelaan suatu perbuatan. Penurunan persepsi terhadap ketercelaan suatu perbuatan akan menimbulkan intensitas kejahatan yang meningkat. Sanksi pidana diharapkan  dipandang sebagai alternatif penyelesaian apabila upaya-upaya lain tidak dapat diterapkan (ultimum remedium). Kesimpulannya adalah tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi diarahkan agar kebijakan mengesampingkan perkara dapat mendukung tercipta kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari kebijakan politik nasional.
PENUTUP
Kesimpulan 
1. Kebijakan mengesampingkan perkara pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang mensyaratkan kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas telah menimbulkan kekaburan dalam memahaminya, sehingga turut berpengaruh pada penerapannya. Pengertian lebih lanjut tentang kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas kaitannya dalam mengesampingkan perkara tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepentingan umum mengarah pada masyarakat, kebaikan atau kesejahteraan umum, kesejahteraan umum, masyarakat, publik atau bangsa. Berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum yang didefinisikan sebagai 3 (tiga) hal dan pemikiran ahli tentang kepentingan umum, maka dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa, negara dan/atau masyarakat daripada tetap melaksanakan penuntutan. Penilaian manfaat seperti apa yang dapat diperoleh umum dalam suatu kasus menjadi kebebasan Jaksa Agung dalam memberi pertimbangan. Interpretasi kepentingan umum dalam suatu kasus dibutuhkan pedoman dan batasan yang jelas, seperti membedakan kepentingan pribadi, kelompok, dan politik. Hal ini mengingat pengaruh-pengaruh yang menyertai dalam pengambilan kebijakan.
2. Pemahaman terkait tindak pidana apa yang dapat diterapkan kebijakan  mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum telah menjadi suatu pertanyaan. Pengaturan kebijakan mengesampingkan perkara yang mendasarkan pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tanpa disertai pengaturan teknis turut mempengaruhi penerapan di lapangan. Penggunaan kebijakan ini tercatat baru dilakukan 2 (dua) kali, yaitu kasus Abraham Samad – Bambang Widjojanto pada 2016 dan Bibit Samad Rianto – Chandra Hamzah pada 2010. Penerapan kebijakan mengesampingkan perkara pada 2 (dua) kasus terjadi setelah gejolak yang mengiringinya. Ketiadaan pedoman teknis dan keterbatasan historis penerapan kebijakan telah mengkonstruksi kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan kebijakan ini. Kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan kebijakan ini setidak-tidaknya harus memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana memiliki jabatan atau berkedudukan sebagai pegawai pada lembaga negara. Jabatan atau kedudukan yang dimiliki mengarah pada bidang penegakan hukum. Kedua, subyek pelaku perkara berkecimpung dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketiga, subyek dinilai memiliki prestasi selama bekerja. Prestasi yang dimiliki dinilai sebagai hal yang menjual, agar Negara tertarik dengan prestasi dan kemampuan yang dimiliki. Keempat, reaksi masyarakat yang mengiringi proses kasus. Reaksi masyarakat menurut peneliti turut andil dalam menggerakan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara. Kesimpulannya adalah kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan kebijakan mengesampingkan perkara lebih mengarah kepada penilaian secara subyek, bukan penilaian atas dasar tindak pidana yang dilakukan. Subyek dianggap memiliki manfaat atau dibutuhkan oleh negara, maka dapat mengesampingkan dugaan perkara yang dilakukan oleh subyek.

Saran
1. Pengaturan kebijakan mengesampingkan perkara pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang hanya memberikan penjelasan berupa kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas sebagai bagian dari kepentingan umum, serta pertimbangan dari saran dari lembaga lain tidak sebagai suatu keharusan yang memiliki konsekuensi. Penjelasan dalam UU Kejaksaan yang masih dirasa kabur, seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui peraturan teknis. Peraturan teknis yang diamksud  dapat berupa Peraturan Jaksa Agung (Perja). Perja diharapkan dapat mengatasi kekurangan dari Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Kekurangan yang dimaksud meliputi pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud bangsa, negara, dan masyarakat luas. Berkaitan dengan pedoman pelaksanaan, batasan, dan hal lain juga seharusnya diatur agar kepentingan umum yang dijadikan sebagai syarat benar-benar dapat terlaksana dan terjaga. Sehingga kekaburan dalam pelaksanaan kebijakan mengesampingkan perkara dapat teratasi. 
2. Pengaturan kebijakan mengesampingkan perkara pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang masih terbatas turut menciptakan kekaburan mengenai tindak pidana apa yang seharusnya dapat diterapkan. Solusi atas permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan pembentukan Peraturan Jaksa Agung (Perja) dan pengarahan politik hukum pidana dari Jaksa Agung. Jaksa Agung juga diharapkan memiliki rasa kepekaan dengan situasi kondisi yang terjadi pada suatu perkara di masyarakat. Keberanian Jaksa Agung dalam mengesampingkan akan menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.  Saran ini dimungkinkan dapat memperluas keberlakuan kebijakan mengesampingkan perkara yang selama ini terbatas sebagaimana keterpenuhan unsur dari diri subyek pelaku. 
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